
BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
No.1622, 2014 KEMEN KKP. Tata Naskah Dinas. Pedoman.

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dan pembangunan serta
pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan,
perlu pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa guna mengakomodasi perkembangan dan
kebutuhan pengaturan tata naskah dinas di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau
kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan
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Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 69 Tahun 2013);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);
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8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang
Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit
organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta
peningkatan pelayanan publik.

Pasal 2

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tata naskah dinas unit eselon I ditetapkan oleh masing-masing pejabat
eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan
mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaannya dengan Biro Umum,
Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/PERMEN-KP/2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata naskah dinas merupakan salah satu komponen penting dalam
ketatalaksanaan pemerintah. Tata naskah dinas yang berlaku secara
nasional akan sangat mendukung kelancaran arus komunikasi kedinasan
antarinstansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik.

Dalam rangka menciptakan kelancaran komunikasi kedinasan yang
efektif dan efisien, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai instansi pembina ketatalaksanaan pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Instansi Pemerintah, untuk digunakan sebagai acuan umum
penyelenggaraan administrasi umum dan penyusunan pedoman tata
naskah dinas yang disesuaikan dengan keperluan instansi masing-masing.

Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum
meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah
dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas
korespondensi, pembatalan, pencabutan serta pembatalan produk hukum
dan ralat. Tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2011 tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan


